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PERAN BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN 

PENANGANAN FAKIR MISKIN DALAM MEMBERIKAN 

BANTUAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI KOTA 

MEDAN 

 

ABSTRAK 

DISTY HUMAIRAH 

2103090042 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran bidang 

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dalm memberikan bantuan 

kepada masyarakat miskin di Kota Medan. Saat ini kemiskinan menjadi masalah 

utama di Kota Medan, dimana penanggulangannya perlu dilakukan dengan 

sungguh-sungguh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori peran, 

dan bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bantuan, proses 

penyaluran bantuan, jenis bantuan dan tanggapan masyarakat penerima bantuan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 

Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidang 

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin melakukan identifikasi 

masyarakat miskin, menyalurkan bantuan sosial, dan berkerja sama  menjalankan 

berbagai upaya dengan elemen masyarakat. Didalam pembahasan ini penanganan 

fakir miskin melakukan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang 

dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk 

kebijakan melalui Dinas Sosial, program dan kegiatan pemberdayaan, 

pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga 

negara. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber 

daya dan keterbatasan kapasitas. 

Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, 

Bantuan Sosial. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah  

Saat ini kemiskinan masih menjadi masalah bagi masyarakat di Kota 

Medan, kemiskinan terjadi karena 2 faktor yang pertama faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal yaitu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan 

dasar sehari-hari, ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang 

dihadapinya. Kemudian faktor eksternal yaitu kebijakan publik yang belum 

sepenuhnya merata kepada masyarakat miskin, kurangnya pengawasan terhadap 

terlaksananya program. Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidemensi 

dan multisektor dengan beragam kerakteristiknya, yang merupakan kondisi yang 

harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan 

manusia yang bermartabat (Abdul Muin and Lubis 2020). Kota Medan memiliki 

21 kecamatan dengan populasi masyarakat sebanyak 2,54 juta. Pada tahun 2024 

jumlah kemiskinan di Kota Medan mencapai 7,94 persen atau 187,04 ribu jiwa 

(Badan Pusat Statistik Kota Medan 2024).  

Dalam hal menangani kemiskinan pemerintah sudah banyak mengeluarkan 

berbagai ketentuan, salah satu ketentuan itu adalah menyebutkan pada pasal 1 

Perpres Nomor 166/2014 menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan 

merupakan suatu kebijakan dan program pemerintah atau program pemerintah 

daerah yang dilaksanakan secara sistematis, strategis, dan kooperatif dengan dunia 

usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di bagian lain, pemerintah, pemerintah 

daerah, dunia usaha, dan masyarakat bekerja sama untuk meningkatkan 

kesejahteraan penduduk miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan 

masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta upaya lain yang dapat 

meningkatkan kegiatan ekonomi (Sitepu dan Nainggolan, 2019). 

Kemiskinan telah menjadi masalah sejak dahulu kala. Mayoritas orang 

menjadi miskin bukan karena mereka kekurangan makanan, melainkan karena 

mereka kekurangan sumber daya atau fasilitas yang diperlukan untuk 

memanfaatkan kenyamanan modern yang menyertai standar hidup saat ini, seperti 

perawatan medis dan kesempatan pendidikan. Pemerintah Indonesia berkomitmen 

untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan stabil, meskipun ada 

masalah lain termasuk pendapatan, struktur pemerintahan, inflasi, dan defisit 

anggaran. Berdasarkan UU RI No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir 

miskin, seseorang dianggap miskin apabila tidak memiliki sumber penghasilan 

sama sekali atau apabila memiliki sumber penghasilan tetapi tidak mampu 

memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan/atau keluarganya. Pemerintah, pemerintah 

daerah, dan/atau masyarakat bekerja sama untuk menanggulangi kemiskinan 

melalui berbagai upaya yang terarah, terpadu, dan berjangka panjang yang 

meliputi berbagai kebijakan, program, dan inisiatif pemberdayaan, serta dukungan 

dan fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara (Setiawan, H. 

H. 2017). Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, 

pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan merupakan kondisi di mana 

kemiskinan terjadi. "Standar hidup yang buruk atau ketidakmampuan untuk 
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memenuhi standar hidup rata-rata orang dalam suatu komunitas dikenal sebagai 

kemiskinan. Keadaan ketidakmampuan ini ditandai dengan kurangnya dana untuk 

memenuhi kebutuhan termasuk pakaian, makanan, dan perumahan. Kemampuan 

untuk memenuhi kualitas hidup biasa, termasuk kesehatan masyarakat dan norma- 

norma pendidikan, juga akan dipengaruhi oleh pendapatan rendah ini (Prasetyo, 

2020).  

Salah satu komponen pemerintahan yang melaksanakan kewenangan 

Daerah adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial terdiri dari Dinas Daerah Provinsi dan 

Dinas Daerah Kabupaten atau Kota. Dinas Daerah Kabupaten/Kota bertanggung 

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota, 

sedangkan Dinas Daerah Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah Provinsi. Dinas Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas, yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan 

urusan pemerintahan di bidang sosial. Dinas Sosial memiliki beberapa bidang, di 

antaranya: Rehabilitasi sosial, Jaminan perlindungan sosial, Pemberdayaan sosial 

dan Penanganan fakir miskin. Dalam menyelesaikan masalah kemiskinan semua 

bidang mempunyai peran tersendiri dalam menanggulanginya. Dinas sosial juga 

mempunyai tugas yakni melaksanakan sebagian tugas umum dari pemerintahan 

dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan keagamaan. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi yakni : sebagai 

perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberian dukungan atas 

penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang sosial, pembinaan dan pelaksaan 
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tugas di bidang sosial dan pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah 

sesuai tugas dan fungsinya. 

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan 

berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 

masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, 

pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga 

negara. Tujuan akhir yang akan dicapai di Kementerian Sosial tahun 2015-2019 

melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, adalah : meningkatkan kemampuan 

penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar, terpenuhinya hak dasar dan 

inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan 

kelompok marjinal lainnya serta meningkatnya kualitas manajemen dan 

pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tujuan ini ada di dalam 

kerangka pembangunan nasional saat ini dan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi Kementerian Sosial sesuai Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Sosial. Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif 

mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di 

tempat tinggalnya. Kemudian, seorang kepala keluarga yang kartu keluarganya 

(KK) telah terdaftar sebagai fakir miskin di  Kecamatan,  wajib  melaporkan  

setiap  perubahan  data  anggota keluarganya kepada lurah atau Kepala Desa atau 

nama lain yang sejenis di daerah tempat tinggalnya. Karena pendataan adalah hal 

yang paling penting untuk bantuan sosial yang akan didapat nantinya. 

Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin ialah bidang 

yang menyusun, merancang dan melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan 
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kebijakan yang sudah di atur. Dalam hal ini, Bidang pemberdayaan sosial dan 

penanganan fakir miskin mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di bidang 

pengelolaan operasional dan pelayanan pemerintahan, khususnya bagi masyarakat 

miskin yang menerima bantuan sosial, dalam bidang pemberdayaan sosial dan 

penanganan fakir miskin juga bertugas untuk mendata masyarakat miskin, 

memberikan bantuan secara langsung, dan merancang program guna 

mensejahterakan masyarakat. 

Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin di Dinas Sosial 

Kota Medan juga telah bekerja sama dengan pihak Kecamatan Kota Medan, 

Pekerja Sosial (peksos), kemudian pihak Kementerian Sosial Kota Medan dan 

pihak - pihak lainnnya agar dapat melakukan observasi dan penanganan dengan 

baik terhadap para fakir miskin di Kota Medan. Setlain itu bidang pemberdayaan 

sosial dan penanganan fakir miskin juga melakukan pendataan ke rumah-rumah di 

Kota Medan agar para masyarakat kurang mampu mendapat bantuan yang layak 

dan merata. Bantuan yang diberikan dapat berupa sandang pangan, biaya 

pendidikan, biaya kesehatan dan masih banyak lagi. Dana tersebut dikeluarkan 

sesuai dengan kebutuhan para fakir miskin. Dalam memberikan bantuan sosial 

bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin seringkali bekerja sama 

dengan bidang rehabilitasi sosial dalam pembagian bantuan tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul : “peran bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir 
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miskin dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di Kota 

Medan”. 

1.2  Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan latar belakang di 

atas yakni bagaimana peran bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir 

miskin dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di Kota Medan? 

1.3  Tujuan Masalah  

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran 

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dalam memberikan bantuan 

kepada masyarakat miskin di Kota Medan. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1.4.1  Manfaat Teorotis 

Secara Teoritis hasil penelitian ini sebagai bentuk pembuktian teori untuk 

bahan pendukung bagi penelitian yang telah ada. Selain itu penelitian ini juga 

sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang merupakan syarat untuk 

menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara. 
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1.4.2 Manfaat Akademis 

Secara akademis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi 

pengetahuan kepada pembaca, khususnya terhadap mahasiswa jurusan 

kesejahteraan sosial dalam menambah wawasan mengenai peran bidang 

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dalam memberikan bantuan 

kepada masyarakat miskin di Kota Medan. 

1.4.3 Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi pesan kepada 

berbagai pihak, khususnya terhadap khalayak ramai dalam menambah wawasan 

tentang bagaimana peran pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin 

dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di Kota Medan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN                                                           

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan.  

BAB II :  URAIAN TEORITIS                                                       

Pada bab ini menjelaskan tentang peran dinas sosial, 

kesejahteraan, kemiskinan.  
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BAB III :  METODE PENELITIAN                                                   

Pada bagian ini, penulisan menguraikan tentang metode 

penelitian, jenis penelitian, kerangka konsep, kategorisasi, 

narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

lokasi dan waktu penelitian. 

BAB IV :  PEMBAHASAN 

Pada bab ini, penulis menguraikan analisis data yang 

diperoleh dari penelitian dan pembahasan yang telah 

diteliti.  

BAB V : PENUTUP  

Pada bab ini berisikan tentang simpulan dan saran. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1  Pengertian Peran 

Peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu yang memegang posisi 

atau kedudukan sosial dalam suatu organisasi. Menurut terminologi, peran adalah 

kumpulan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki 

posisi berwenang dalam masyarakat. Peran dikenal sebagai role dalam bahasa 

Inggris, dan artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam menjalankan tugas." 

Ini mengacu pada "tugas atau kewajiban seseorang dalam bisnis atau pekerjaan". 

Kumpulan perilaku yang diharapkan ditunjukkan oleh orang-orang yang memiliki 

posisi dalam masyarakat disebut peran. Namun, peran adalah tindakan yang 

dilakukan seseorang selama suatu peristiwa. 

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan 

suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang 

satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan 

atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga 

mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang 

berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa 

peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-

kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. 

Peranan pemerintah dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut: 
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1. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan 

dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi 

penarikan pajak tidak diabadikan bagi kepentingan rakyat. Ini 

adalah peranan pemerintah yang paling tradisional. 

2. Kemudian timbul pengertian tentang Service State, di mana 

peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan perlu 

diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak fikiran- 

fikiran mengenai Welfare State atau negara kesejahteraan. 

3. Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan 

peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan 

sebagai entrepreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan 

dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi “development 

agent” atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan 

2.2  Dinas Sosial Kota Medan 

Dinas Sosial adalah salah satu bagian kinerja dari Pemerintah Kota dalam 

penanganan pengemis, anak jalanan, gelandangan, lansia dan sejenisnya. Tujuan 

dibentuknya Dinas Sosial tersebut adalah untuk menciptakan kualitas sumber daya 

manusia baik sebagai pelaku atau penerima manfaat pembangunan kesejahteraan 

sosial serta membangun demokrasi dan keadilan sosial. Dinas Sosial Kota Medan 

bekerja dengan sepenuh hati melakukan pelayanan sosial untuk masyarakat yang 

membutuhkan agar tidak ada lagi anak-anak yang tinggal dijalanan, para lansia 

yang menjadi pengemis di jalanan serta adanya pihak-pihak lain yang 

memanfaatkan para fakir miskin tersebut. 
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Dinas Sosial Kota Medan merupakan sebuah organisasi yang berdiri secara 

legal di bawah Pemerintahan Daerah sebagai sebuah unsur pelaksana 

pemerintahan di bidang sosial. Dinas Sosial Kota Medan dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial Kota Medan 

mengembang peran penting dalam membantu Bupati melaksanakan Urusan 

Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dinas sosial Kota Medan 

mengembang peran penting untuk perumusan kebijakan bidang sosial, 

pelaksanaan kebijakan bidang sosial, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang 

sosial, pelaksanaan administrasi Dinas Sosial sesuai dengan lingkup. 

Dinas sosial Kota Medan juga mempunyai tugas yakni melaksanakan 

sebagian tugas umum dari pemerintahan dan pembangunan di bidang 

kesejahteraan sosial dan keagamaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas 

Sosial Kota Medan mempunyai fungsi yakni : sebagai perumusan kebijakan teknis 

di bidang sosial, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di 

bidang sosial, pembinaan dan pelaksaan tugas di bidang sosial dan pelaksaaan 

tugas lain yang diberikan oleh pemerintah sesuai tugas dan fungsinya.  

Dinas Sosial dalam menyelenggarakan tugas memiliki fungsi : 

1) Perumusan kebijakan bidang sosial; 

2) Pelaksanaan kebijakan bidang sosial; 

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial; 
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4) Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

2.3 Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PFM) 

Bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin adalah salah satu bidang 

yang ada pada Dinas Sosial Kota Medan, bidang pemberdayaan sosial dan fakir 

miskin memiliki upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan 

masyarakat yang kurang mampu atau tergolong dalam kategori fakir miskin. 

Pemberdayaan sosial berfokus pada pengembangan potensi dan kapasitas individu 

dan komunitas untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Bidang 

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin di Dinas Sosial Kota Medan 

rutin melakukan tugas dan kebijakan yang sudah di atur pemerintah. Bidang ini  

rutin  membagikan  bantuan  secara  langsung  dan  langsung menyerahkan 

kepada pihak - pihak yang membutuhkan. Bidang pemberdayaan sosial dan 

penanganan fakir miskin melakukan pendataan secara mendalam dan detail terkait 

masyarakat atau suatu lembaga yang membutuhkan guna melihat apakah 

penerima bantuan tersebut benar membutuhkan atau tidak. Selain itu, bidang ini 

menindak lanjut masalah yang mereka terima dari masyarakat – masyarakat. 

Bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin memiliki beberapa tujuan 

yaitu : 

1) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. 
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2) Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. 

3) Memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. 

4) Mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. 

Adapun beberapa contoh dari program pemberdayaan sosial dan fakir 

miskin: 

1) Program Keluarga Harapan (PKH): Memberikan bantuan tunai 

kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar. 

2) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT): Memberikan bantuan 

tunai kepada masyarakat miskin untuk meringankan beban hidup.  

3) Program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): 

Memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi usaha kecil dan 

menengah milik masyarakat miskin. 

4) Program Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan kesempatan 

pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat miskin untuk 

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. 

2.4 Bantuan Sosial 

Pemberian bantuan kepada mereka yang membutuhkan oleh pemerintah 

atau organisasi lain dikenal sebagai bantuan sosial (bansos). Uang tunai, barang, 

atau jasa semuanya dapat dianggap sebagai bentuk dukungan sosial. Melindungi 

orang dari bahaya sosial, termasuk bencana alam, krisis politik, ekonomi, dan 

sosial, merupakan tujuan dari bantuan sosial. Bantuan sosial tidak diberikan 

secara terus-menerus, melainkan diberikan secara selektif. 
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Bansos yang bersumber dari alokasi APBN dikelompokkan dalam empat 

bidang, yaitu bidang pendidikan, kesehatan,pemberdayaan masyarakat, dan 

perlindungan sosial (Zai, Marpaung, and Silviani 2021). Bantuan sosial (bansos) 

dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan 

termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan 

dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Bantuan sosial bisa 

“dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui Kementerian atau 

Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bansos dapat bersifat 

sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat 

berupa uang atau barang (Wirasakti 2020).  

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial mengatur 

ketentuan bantuan sosial di Indonesia. Unit kerja di lingkungan kementerian atau 

lembaga pemerintah pusat, atau unit kerja perangkat daerah di lingkungan 

pemerintah daerah, bertanggung jawab untuk memberikan bantuan sosial. 

Bansos dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti: 

1) Bantuan tunai: bantuan dalam bentuk uang tunai yang diberikan 

langsung kepada penerima manfaat. Contohnya adalah Program 

Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

2) Bantuan sembako: Bantuan berupa bahan makanan pokok seperti 

beras, minyak goreng, dan gula. Contohnya adalah Bantuan 

Pangan Non Tunai (BPNT). 
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3) Bantuan pendidikan: Bantuan untuk biaya pendidikan anak, seperti 

beasiswa dan uang sekolah. Contohnya adalah Kartu Indonesia 

Pintar (KIP). 

4) Bantuan kesehatan: Bantuan untuk biaya pengobatan dan 

perawatan kesehatan. Contohnya adalah Kartu Indonesia Sehat 

(KIS). 

5) Bantuan perumahan: Bantuan untuk memperbaiki atau membangun 

rumah bagi masyarakat yang tidak mampu. Contohnya adalah 

Program Bedah Rumah. 

Penyaluran bansos biasanya dilakukan melalui berbagai cara, seperti: 

1) Penyaluran langsung: Bantuan diberikan langsung kepada 

penerima manfaat melalui petugas lapangan. 

2) Penyaluran melalui bank: Bantuan ditransfer langsung ke rekening 

penerima manfaat. 

3) Penyaluran melalui pos: Bantuan dikirim melalui kantor pos. 

4) Penyaluran melalui e-commerce: Bantuan diberikan melalui 

platform e-commerce.  

Untuk mendapatkan bansos, masyarakat biasanya harus memenuhi 

persyaratan tertentu, seperti: 

1) Memiliki KTP dan KK: Sebagai bukti identitas dan domisili. 

2) Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): 

Sebagai data penerima manfaat bansos. 



 

 

16 

 

 

3) Memenuhi kriteria penerima manfaat: Tergantung jenis bansos 

yang diberikan. 

2.5 Fakir Miskin 

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber 

mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai 

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau 

keluarganya (Mujahiddin and Mahardika 2017). Kemiskinan adalah masalah yang 

bersifat multidemensi dan multisektor dengan beragam kerakteristiknya, yang 

merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan 

mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat (Abdul Muin and Lubis 

2020). Pada Kebijakan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 13 Tahun 2011, di 

jelaskan jika fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber 

mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak 

mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan 

dirinya dan/atau keluarganya. Secara umum, kemiskinan dapat diartikan sebagai 

ketidakmampuan atau keadaan seseorang dalam melakukan sesuatu. 

Setiap orang memiliki gagasan yang berbeda tentang apa yang dimaksud 

dengan kemiskinan. Sebagian orang percaya bahwa definisi kemiskinan berbeda 

dari definisi kemiskinan itu sendiri, sementara yang lain percaya bahwa kedua 

istilah tersebut menunjukkan hal yang sama, khususnya mereka yang tidak 

memiliki kemampuan dalam bidang kekayaan atau mereka yang penghasilannya 

tidak mampu menutupi pengeluaran pokok mereka. Ada juga banyak yang 
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berpendapat bahwa konsep kemiskinan disertakan ketika istilah "fakir" digunakan, 

yang berarti bahwa orang miskin disertakan ketika kata "miskin" digunakan. 

Menurut sudut pandang yang membedakan antara istilah miskin dan fakir, yang 

pertama mengacu pada orang-orang yang tidak memiliki sumber daya dan 

pekerjaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti fakir yaitu orang yang 

dengan sengaja membuat dirinya menderita sehingga mencari kesempurnaan 

batin. Sedangkan arti miskin yaitu orang yang tidak berhata serta serba 

kekurangan dan berpenghasilan rendah. Jadi fakir miskin adalah orang yang tidak 

memiliki harta dan hidupnya serba kekurangan dan mereka yang tidak memiliki 

sumber mata pencharian (Novianto and Subandi 2020). 

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan 

berkelanjutan yang di lakukan pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat 

dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, 

serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara (Aflah 

2018). 

2.5.1  Penyebab Kemiskinan 

Menurut Jamaluddin (2017: 237), mengatakan defenisi miskin berangkat 

dari penyebabnya, sebagai berikut : 

1) Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah 

mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan 

menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. 
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Dalam bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja yang ada, taraf 

pendidikan sangat menentukan. Taraf pendidikan yang rendah 

membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang. 

2) Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang 

rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan 

prakarsa. 

3) Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi 

pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan 

pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama 

itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan. 

4) Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin secara ekonomi 

tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup 

terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan 

pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati 

masyarakat lainnya. 

Selain itu pendapat lain mengatakan bahwa menurut Sumodiningrat dalam 

Jamaluddin (2017: 247) penyebab kemiskinan di lihat dari bentuk kemiskinannya. 

Kemiskinan terdiri atas kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan 

struktural. 

Kemiskinan kultural merupakan kondisi kemiskinan yang terjadi karena 

dari awalnya miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak 

memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam, sumber daya 
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manusia maupun sumber daya pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan 

pendapatan yang rendah. 

Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor 

alamiah, seperti karena cacat, sakit, usia lanjut, atau becana alam. Kondisi 

kemiskinan seperti ini disebut sebagai persisten poverty, yaitu kemiskinan yang 

telah kronis atau turun-temurun. 

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan upaya 

menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan merencanakan bermacammacam 

program dan kebijakan, tetapi karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan 

sumber daya tidak merata. Kesempatan yang tidak sama menyebabkan 

keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula sehingga menimbulkan 

struktur masyarakat yang timpang. 

2.6 Anggapan Dasar 

 Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sangat berperan 

penting sebagai penanggulangan masyarakat miskin di Kota Medan dengan 

memberikan program – program pemerintah yang dipercaya ampuh untuk 

menanggulangi kemiskinan di Kota Medan. Seperti yang kita ketahui kemiskinan 

ialah salah satu masalah utama yang ingin ditangani di Kota Medan. Peniliti ingin 

meneliti dan meninjau lebih jauh peranan dari bidang pemberdayaan sosial dan 

penanganan fakir miskin di Dinas Sosial Kota Medan. 

Dengan program yang sudah dilaksanakan bidang pemberdayaan sosial 

dan penanganan fakir miskin diharapkan mampu menanggulangi kemiskinan dan 
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mampu memberikan bantuan sosial dengan merata kepada masyarakat miskin di 

Kota Medan, tujuan utama nya ialah mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan 

sosial masyarakat Kota Medan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk memahami fenomena 

manusia dan sosial yang melibatkan pelaporan pendapat mendalam yang 

dikumpulkan dari sumber informasi, melakukan penelitian di lingkungan alami, 

dan mengembangkan presentasi menyeluruh dan rumit yang disajikan secara 

verbal (Anggito dan Setiawan 2018). 

Penelitian  kualitatif  adalah  jenis  penelitian  yang memanfaatkan 

pendekatan  naturalistik untuk  mencari  dan  memahami  fenomena  dalam  

konteks  tertentu (Moleong,  2017). Salah  satu penelitian kualitatif yang cukup 

banyak digunakan oleh para peneliti yaitu penelitian studi pustaka atau  penelitian  

berbasis  kepustakaan.  Penelitian  berbasis  kepustakaanmerupakanbagian  dari 

proposal penelitian yang data-datanya dikumpulkan melalui sumberinformasi 

berbentukbuku,artikel,  jurnal,  media  online  sertadokumen-dokumen  lainnya. 

Ada beberapa  tujuan dalam penelitian berbasis kepustakaan yaitu sebagai berikut:  

1) Memberikan informasi kepada peneliti dan pembaca tentang 

temuan hasil studi yang relevan dengan temapenelitian, yang 

menunjukkan bahwa  peneliti  mengikuti  perkembangan  wacana  

dalam  bidang  tersebut.   
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2) Mengaitkan penelitian  yang  sedang  dilakukan  dengan  

penelitian-penelitian  sebelumnya,  sehingga  peneliti dapat 

menjelaskan posisi kajiannyapadakonteks kajian yang sama.  

3) Menempatkan penelitian dalam konteks temayang lebih luas yang 

sedang dibahas, untuk menunjukkan bahwa penelitian ini 

merupakan bagian dari temabesar dalam disiplin ilmu atau isu yang 

lebih luas, menjadikan temapenelitian  sebagai  ilustrasi  dari 

temabesarnya  itu.   

4) Menyediakan petakerja  untuk penelitian, di mana peneliti 

memerlukan alat analisis seperti konsep, klasifikasi, dan teori 

untuk menganalisis data, serta panduan tentang informasi apa yang 

harus dikumpulkan dalam penelitian 

Pada penelitian ini, penulis mengadakan pendekatan yang diarahkan pada 

latar belakang dari individu secara keseluruhan dengan menggunakan metode 

deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran mengenai realitas sosial yang 

kompleks mengenai peran bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir 

miskin dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di Kota Medan.  

3.2 Kerangka Konsep 

 Kerangka konsep pada sebuah penelitian merupakan suatu cara yang 

digunakan untuk menjelaskan kaitan atau hubungan antara variabel yang akan 

diteliti. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui serta meneliti, peran bidang 

pemberda yaan sosial dan penanganan fakir miskin  dalam memberikan bantuan 
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kepada masyarakat miskin di kota medan, maka konsep penelitian yang digunakan 

ialah sebagai berikut: 

Gambar 1. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

3.3 Definisi Konsep  

Defenisi Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Definisi konsep merupakan penjabaran 

tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan ke dalam variable agar lebih 

terarah. Jadi, jelasnya defenisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep 

yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala 

yang dapat di temukan oleh orang lain kebenarannya. Adapun defenisi konsep 

dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1) Peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu yang memegang 

posisi atau kedudukan sosial dalam suatu organisasi. Menurut terminologi, 

peran adalah kumpulan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh orang-

orang yang memiliki posisi berwenang dalam masyarakat. 
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2) Dinas Sosial adalah salah satu bagian kinerja dari Pemerintah Kota dalam 

penanganan pengemis, anak jalanan, gelandangan, lansia dan sejenisnya. 

Tujuan dibentuknya Dinas Sosial tersebut adalah untuk menciptakan 

kualitas sumber daya manusia baik sebagai pelaku atau penerima manfaat 

pembangunan kesejahteraan sosial serta membangun demokrasi dan 

keadilan sosial. 

3) Bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin adalah salah satu bidang 

yang ada pada Dinas Sosial Kota Medan, Bidang pemberdayaan sosial dan 

fakir miskin memiliki upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan 

kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu atau tergolong dalam 

kategori fakir miskin. 

4) Bantuan sosial dapat di artikan dalam upaya pemerintah untuk melindungi 

masyarakat tidak mampu atau miskin dari kemungkinan terjadinya 

risikososial melalui pengeluaran negara yang ditujukan kepada masyarakat 

kategori miskin, tidak mampu, atau rentan dan tidak untuk dikembalikan 

kepada negara atau diambil hasilnya berupa transfer uang, barang, atau 

jasa dari Pemerintah Pusat atau Daerah dengan tujuan meningkatkan 

kemampuan ekonomi dan mencapai kesejahteraan masyarakat agar dapat 

hidup secara wajar (Yusri 2022). 

5) Fakir miskin dapat diartikan sebagai orang yang sama sekali tidak 

mempunyai sumber mata pencarian atau mempunyai sumber mata 

pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar 
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yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya (Kurniawan et al. 

2020). 

3.4  Kategorisasi Penelitian 

Kategorisasi dapat diartikan sebagai kesimpulan analisis setelah peneliti 

melihat kumpulan fakta dan kesalinghubungan diantara fakta. Kesalinghubungan 

fakta ini juga akan dibantu kode interpretasi sehingga pembuatan kata, frase atau 

kalimat kategorisasi akan betulbetul mencerminkan varian fakta sejenis. Dalam 

psikologi, kategorisasi dapat diibaratkan merupakan kesimpulan diagnosis dari 

gejala awal fakta yang didapat. 

Tabel 3.4 Kategorisasi Penelitian 

No Konsep Penelitian Kategorisasi 

1. Peran bidang pemberdayaan sosial 

penanganan fakir miskin Dinas Sosial Kota 

Medan 

-Membagikan Bantuan 

 

-Pendataan masyarakat 

miskin 

-Program bantuan sosial 

bidang pemberdayaan sosial 

dan     penanganan fakir 

miskin 

2. Bantuan Sosial kepada masyarakat miskin -Bentuk bantuan 

-Intensitas bantuan 

sosial 

Sumber. Hasil Olahan, 2025 
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Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa kategorisasi penelitian yang 

dapat di jabarkan, yaitu : 

 Peran bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin terdapat 3 

kategorisasi : 

a) Pembagian bantuan, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir 

miskin bertugas untuk memberi berbagai jenis bantuan, dan 

menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan secara 

merata. 

b) Pendataan masyarakat miskin, bidang ini juga melakukan pendataan 

secara rutin guna untuk menjangkau masyarakat miskin secara detail. 

c) Menindak lanjuti masalah fakir miskin, bidang pemberdayaan sosial 

dan penanganan fakir miskin selalu menindak lanjuti masalah yang 

mereka terima dari masyarakat, bidang ini juga megupayakan program 

- program yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat miskin 

 Bantuan Sosial terdapat 2 kategorisasi 

a) Bentuk bantuan, jenis – jenis bentuk bantuan yang masyarakat miskin 

terima. 

b) Intensitas bantuan sosial, besarnya bantuan yang di terima dan 

mengupayakan bentuk bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan yang 

mereka butuhkan. 
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3.5 Narasumber 

 Narasumber yang juga dikenal sebagai informan, bertugas mengumpulkan 

informasi dari orang-orang toertentu yang memiliki pengetahuan dan wawasan 

yang diperlukan untuk memahami masalah yang diteliti secara menyeluruh. 

Ketika peneliti menggunakan sumber, mereka dapat memperoleh informasi 

dengan cepat tetapi informasi yang diperolehnya memberikan hasil yang lebih 

rinci. Metodologi pengambilan sampel secara purposive, yaitu memilih informan 

atau sumber berdasarkan penilaian peneliti bahwa informan atau sumber tersebut 

merupakan pihak yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel, merupakan 

metode yang digunakan untuk memilih subjek penelitian sebagai sumber dalam 

penelitian deskriptif kualitatif ini.Tahap pertama ditarik sebagai narasumber kunci 

yaitu seseorang yang menguasai dan mengetahui tentang situasi dan kondisi 

penelitian, pada penelitian ini peneliti mengambil narasumber 2 pegawai Dinas 

Sosial Kota Medan dan 3 warga di Kota Medan. 

Adapun narasumber dalam penelitian ini berjumlah 5 orang dimana 

diantaranya : 

1) Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin 

Nama    : Ronald Fredy Sihotang, SIP, M.Si  

Jenis Kelamin   : Laki – laki 

Usia    : 42 tahun 

Agama   : Kristen 

Jabatan   : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan  
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Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan 

Lama Bekerja  : 2 Tahun 

Tanggal Wawancara  : 18 Februari 2025 

2) Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin 

Nama    : Bungamin Br. Surbakti  

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Usia    : 54 Tahun 

Agama   : Islam  

Jabatan   : Katim Pemberdayaan Sosial, Penyaluran bantuan                   

Stimulan dan penataan lingkungan Dinas Sosial 

Kota Medan 

Lama Bekerja  : 6 Tahun 

Tanggal Wawancara  : 18 Februari 2025 

3) Masyarakat penerima bantuan sosial   

Nama    : Mariana  

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Usia    : 46 Tahun 

Agama   : Islam  

Pekerjaan    : Tidak bekerja 

Tanggal Wawancara  : 19 Februari 2025 

4) Masyarakat penerima bantuan sosial   

Nama    : Delima Putri  
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Jenis Kelamin   : Perempuan 

Usia    : 38 Tahun 

Agama   : Islam  

Pekerjaan    : Penjaga rel kereta api 

Lama Bekerja  : 5 Tahun 

Tanggal Wawancara  : 19 Februari 2025 

5) Masyarakat penerima bantuan sosial   

Nama    : Sigit Prayuda Siregar  

Jenis Kelamin   : Laki - Laki 

Usia    : 13 Tahun 

Agama   : Islam  

Pekerjaan    : Pelajar  

Tanggal Wawancara  : 19 Februari 2025 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan beberapa teknik 

pengumpulan data antara lain seperti wawancara, wawancara yaitu teknis dalam 

upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses 

pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Lalu wawancara mendalam 

dilakukan guna menambah data yang diperlukan melalui tanya jawab seputar 

topik yang terkait dalam permasalahan ini. Kemudian teknik kedua ialah dengan 

cara observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap 

fenomena- fenomena yang diselidiki di lapangan. Teknik lainnya adalah dengan 

dokumentasi tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis 
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dan interpretasi data, teknik ini dapat digunakan sebagai pelengkap dari teknik 

wawancara dan observasi. 

1. Observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian. 

Teknik ini ialah cara pengambilan data melalui pengamatan langsung 

terhadap situasi dilapangan dan digunakan untuk mengamati secara 

langsung kegiata- kegiatan yang dilakukan bertujuan untutk melihat 

secaralangsung fenomena tersebut. 

2. Wawancara merupakan percakapan antara periset (seseorang yang ingin 

mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang dinilai mempunyai 

informasi penting terhadap satu objek). Wawancara dalam riset kualitatif, 

dapat juga disebut sebagai wawancara mendalam (depth interview) atau 

wawancara intesif (intensive interview) dan kebanyakan tidak berstruktur. 

Wawancara dalam riset kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk 

mendapatkan data kualitatif yang mendalam. 

3. Dokumentasi merupakan sebuah rekaman kejadian yang ditulis atau 

dicetak, dokumen dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, foto, 

dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam teknik pengumpulan data 

interaktif, peneliti dapat menemukan dokumen dari partisipan yang 

menawarkan untuk memberi rekaman pribadi kepada peneliti. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Pada umumnya, ciri-ciri penelitian kualitatif menggunakan analisis data 

secara induktif dimana, analisis data adalah data adalah proses mencari dan 
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menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi untuk dibuat kesimpulan agar mudah dipahami 

(Mahardika dan Muyani 2021). 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dimulai dengan memahami hasil 

penelitian wawancara yang dilakukan melalui informan. Setelah data sudah 

dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menyusun data dalam satuan analisis. 

Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di 

pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Adapun teknik analisis data yang penulis ambil yaitu: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. 

Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, mempermudahkan peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. 

Reduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah mendisplay data, yang mana dalam penyajian 

tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dealam pola hubungan, 
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sehingga akan semakin mudah. Display data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang tearjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian 

kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dimulai dengan 

mencari arti benda, mencatat keteraturan, pola- pola, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan 

proposisi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang 

belum ada sebelumnya. Temuan dapat berupa gambaran objek, yang 

awalnya tidak jelas menjadi jelas, berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori. Pada penelitian ini, kesimpulan awal 

yang di kemukakan oleh peneliti akan didukung oleh data-data di 

lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan 

dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam 

penelitian ini. 

3.8  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang di pilih peneliti sebagai objek dilaksanakannya 

penelitian yaitu di kantor Dinas Sosial Kota Medan, Jl. Pinang Baris No.114, 
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Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127 Untuk Waktu 

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 s/d Maret 2025. 

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian 

3.9.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Medan 

 Dinas Sosial Salah satu komponen pemerintahan yang melaksanakan 

kewenangan Daerah. Dinas Sosial terdiri dari Dinas Daerah Provinsi dan Dinas 

Daerah Kabupaten atau Kota. Dinas Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota, sedangkan 

Dinas Daerah Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris 

Daerah Provinsi. Dinas Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas, yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang sosial. Dinas Sosial memiliki beberapa bidang, di 

antaranya: Rehabilitasi sosial, Jaminan perlindungan sosial, Pemberdayaan sosial 

dan Penanganan fakir miskin. Dalam menyelesaikan masalah kemiskinan semua 

bidang mempunyai peran tersendiri dalam menanggulanginya. 

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan  

a. Visi  

Visi Dinas Sosial Kota Medan merupakan Implementasi yang 

harus dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengacu kepada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 

2016-2021 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi 

Wali kota Medan terpilih periode 2016-2021. Visi Wali Kota Medan: 
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“Kota Medan menuju kota sejahtera yang berkeadilan sosial bagi seluruh 

masyarakat.” 

Visi ini bermakna bahwa Dinas Sosial Kota Medan menginginkan 

bahwa Kota Medan menjadi kota yang lebih sejahtera dalam segi apapun 

dan ingin menjadi kota yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat. 

b. Misi  

Misi Dinas Sosial Kota Medan adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan perlindungan dan 

jaminan social  

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pekerja social  

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat untuk 

pengentasan kemiskinan  

4. Mengembangkan system informasi penanganan Penyandang Masalah 

Ksejahteraan Sosial berbasi IT  

5. Pembangunan kompetensi SDM bagi potensi sumber kesejahteraan Sosial 

(PSKS) 

3.9.3 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Dinas menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial  

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial  
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c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang 

sosial 

d. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya 

e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan 

perundang undangan dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3.9.4 Organisasi Dinas Sosial Kota Medan  

  Dinas Sosial memiliki Organisasi sebagai berikut : 

1. Kepala dinas  

2. Sekretaris  

3. Kepala Bidang perlindungan dan jaminan sosial 

4. Kepala Biang Rehabilitas sosial  

5. Kepala Bidang Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin  

6. UPT  

7. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

Bab ini membahas dan menyajikan deskripsi dari data yang telah diperoleh 

melalui hasil penelitian dilapangan melalui metode-metode pengumpulan data 

yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Disini peneliti menggunakan metode 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan wawancara dengan 

narasumber secara langsung tentang bagaimana peran bidang pemberdayaan 

sosial dan penanganan fakir miskin dalam memberikan bantuan kepada 

masyarakat miskin di Kota Medan. Oleh sebab itu, peneliti dituntut untuk meneliti 

dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan oleh sumber 

data.  

Peran bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dalm 

memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di Kota Medan berjalan dengan 

lancar dan diterima dengan baik oleh setiap masyarakat di Kota Medan. Dinas 

sosial Kota Medan memberikan program - program yang dimana program tersebut 

merupakan program yang memberikan bantuan kepada penerima. Masyarakat 

yang menerima manfaat baik dari segi ekonomi, bahan pokok, uang tunai, dan 

pendidikan.  
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4.1.1. Penyajian Data  

Bab ini membahas dan menyajikan data yang didapatkan selama penelitian 

di lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data ataupun 

informasi yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang 

memiliki wewenang untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang 

dapat ditarik kesimpulannya. Penelitian ini berfokus pada Peran bidang 

pemberdayaan sosial dan penangana fakir miskin dalm memberikan bantaun 

kepada masyarakat miskin di Kota Medan. Adapun narasumber yang terlibat 

sebanyak 5 orang, yakni 1 Kepala Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan 

fakir miskin, 1 kepala tim pemberdayaan sosial, dan 3 masyarakat penerima 

bantuan sosial di Kota Medan. Kemudian penulis ingin mengelompokkan 

narasumber berdasarkan usia, jabatan/status dan jenis kelamin terlebih dahulu. 

1. Distribusi Narasumber Menurut Umur  

Distribusi narasumber menurut umur yang akan disajikan pada tabel 4.1 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Menurut Umur 

No Nama Umur 

1 Ronald Fredy Sihotang 42 

2 Bungamin Br. Surbakti 53 

3 Mariana 46 

4 Delima Putri 38 

5 Sigit Prayuda Siregar 13 

Sumber. Hasil Olahan, 2025 
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa rentang umur narasumber 

diantara 13 tahun hingga 53 tahun. 

 

2.  Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan  

Distribusi narasumber menurut pekerjaan yang akan disajikan pada tabel 4.2 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan 

No  Nama  Pekerjaan 

1 Ronald Fredy Sihotang Kepala Bidang PFM 

2 Bungamin Br. Surbakti Kepala Tim  

3 Mariana Tidak bekerja 

4 Delima Putri Penjaga rel kereta api 

5 Sigit Prayuda Siregar pelajar 

  Hasil. Sumber Olahan, 2025 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa narasumber yang bekerja 

sebagai kepala bidang sebanyak 1 orang, yang bekerja sebagail kepala tim 

sebanyak 1 orang, narasumber masyarakat penerima bantuan sosial sebanyak 3 

orang. 

3.  Distribusi Narasumber Menurut Agama 

 Distribusi narasumber menurut agama yang akan disajikan pada tabel 4.3 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Menurut Agama 

No Nama Agama 

1 Ronald Fredy Sihotang Kristen 

2 Bungamin Br. Surbakti Islam 

3 Mariana Islam 

4 Delima Putri Islam 

5 Sigit Prayuda Siregar Islam 

  Sumber. Hasil Olahan, 2025 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa narasumber yang beragama 

Islam sebanyak 4 orang dan yang beragama kristen sebanyak 1 orang. 

4. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin  

 Distribusi narasumber menurut jenis kelamin yang akan disajikan pada 

tabel 4.4 sebagai berikut : 

   Tabel 4.4 Distribusi Narasumber Menurut Agama 

No Nama Jenis Kelamin 

1 Ronald Fredy Sihotang Laki – laki 

2 Bungamin Br. Surbakti Perempuan 

3 Mariana Perempuan 

4 Delima Putri Perempuan 

5 Sigit Prayuda Siregar Laki - laki 

  Sumber. Hasil Olahan, 2025 
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Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa narasumber yang berjenis 

kelamin Laki – Laki sebanyak 2 dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 3 

orang. 

5. Distribusi Narasumber Menurut Lama bekerja  

 Distribusi narasumber menurut lama bekerja yang akan disajikan pada 

tabel 4.5 sebagai berikut : 

  Tabel 4.5 Distribusi Narasumber Menurut Lama bekerja 

No Nama Lama bekerja 

1 Ronald Fredy Sihotang 2 Tahun 

2 Bungamin Br. Surbakti 6 Tahun 

3 Mariana -  

4 Delima Putri 5 Tahun 

5 Sigit Prayuda Siregar - 

  Sumber. Hasil Olahan, 2025 

 Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa rentang waktu lama nya 

bekerja narasumber yaitu mulai dari 2 tahun hingga 6 tahun lama nya. 

4.1.2 Peran bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin 

Dinas Sosial Kota Medan 

 Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin memiliki 

beberapa peran dan beberapa program dalam menjalankan tugas dan wewenang 

nya sebagai salah satu bidang yang ada di Dinas Sosial Kota Medan.  
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1. Membagikan bantuan 

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Bidang pemberdayaan sosial 

dan penanganan fakir miskin menyatakan bahwa : 

“Terkait dengan si penerima bantuan sosial kita harus bicara 

dengan angka, saat ini seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia 

saat ini berpacu dengan DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosial yang di input dari aplikasi SIKNG yaitu Sistem Informasi 

Kesejahteraan Sosial Next Generation, di dalam hal ini pemberian 

bantuan tersebut berdasarkan kewenangan atau keputusan mutlak dari 

kementerian sosial. Nah, terkait dengan jumlah penerima bantuan 

sosial saya akan memberikan gambaran kasar dan rata rata nya saja, 

untuk saat ini penerima PKH sebanyak 40 ribuan dan BPNT sebanyak 

50 ribuan. Saat ini Kota Medan yang terdata dalam DTKS rumah 

tangga yaitu sebanyak 200 ribu dan individu nya sebanyak 700 

ribuan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Ronald Sihotang kepala 

bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin) 

Selain itu menurut Kepala Tim Pemberdayaan Sosial menyatakan bahwa : 

”kalau bantuan sosial yang dari kementerian sosial seperti PKH itu di 

salurkan biasanya 3 bulan sekali, jadi keluarnya langsung 600 ribu 

karena setiap bulan nya itu 200 ribu. Peran dari PFM ini hanya 

melakukan mendampingan saja dalam penyalurannya tapi data nya 

tetap dari kementerian sosial”(hasil wawancara dengan ibuk bunga) 

Dari banyaknya masyarakat penerima bantuan sosial di Kota Medan ini 

ternyata angka kemiskinan di Kota Medan itu sudah menurun 0,06% sejak 2024 

kemudian angka kemiskinan di Kota Medan mencapai 7,94% dari seluruh 

masyarakat di Kota Medan. Kemudian bidang pemberdayaan sosial dan 

penanganan fakir miskin juga memiliki sub khusus yang mengurus tentang 

DTKS. Mengenai pendistribusian bantuan sosial dari Kementerian Sosial ini akan 
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di jelaskan berdasar kan hasil wawancara dengan Bapak Ronald Sihotang Kepala 

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir miskin yang menyatakan 

bahwa : 

 “Dalam pembagian bantuan sosial ini di distribusikan dari 

kementerian sosial, pada tahun 2024 pembagian bantuan sosial itu 

terbagi 2 yaitu melalui Kantor Pos dan HIMBARA atau Himpunan 

Bank Milik Negara, kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan 

terkait siapa pendistribusi nya, pendistribusi nya tetap dari 

kementerian sosial karena data SIKSNG itu berpacu pada pemberian 

bantuan sosial melalui data anggaran pusat atau APBN. Tugas yang di 

lakukan Dinas Sosial adalah saat ini Dinas Sosial Kota Medan 

melakukan pendataan bekerja sama dengan bidang lainnya yang ada di 

Dinas Sosial melalui saran masukan sosialisasi Muskel, dengan hal ini 

kami memacu kepada pihak kelurahan untuk melakukan pendataan, 

update data dan pembaruan data terhadap penerima banyuan sosial, 

mana yang sudah layak dan mana yang belum layak, kelayakan yang 

di maksud ialah yang bersangkutan ialah kondisi ekonomi nya sudah 

bagus yang tidak layak berarti yang bersangkutan memang wajar 

mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial.” (Hasil wawancara dengan 

Bapak Ronald Sihotang kepala bidang pemberdayaan sosial dan 

penanganan fakir miskin)  

 Dalam pembagian bantuan sosial peran bidang pemberdayaan sosial dan 

penanganan fakir miskin tidak mengatur dalam hal anggaran atau pemutusan 

pendistribusiannya. Bantuan Sosial yang didistribusikan dari Kantor Pos atau 

HIMBARA di turunkan langsung dari Kementerian Sosial dan langsung di terima 

oleh penerima bantuan sosial.  

 2. Pendataan Masyarakat  

Dalam bidang pemberdayaan dan penanganan fakir miskin ini juga salah 

satu peran nya ialah melakukan pendataan. Berdasarkan hasil wawancara dari 

Kepala Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin menyatakan 

bahwa : 
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 “Bidang penanganan fakir miskin saat ini  memang kita berpacu 

kepada DTKS apabila masyarakat melakukan permohonan atau 

keluhan untuk memberikan bantuan maka kita harus mengaju kepada 

DTKS apakah dia terdaftar atau tidak di dalam DTKS, karena saat ini 

Dinas Sosial itu harus terpacu pada DTKS artinya seluruh bantuan, 

penanganan fakir miskin dan juga data kelompok yang ingin di 

salurkan tetap memacu kepada DTKS artinya masyarakat datang 

mengadu bagaimana yang bersangkutan sistemasi dan  kita 

berkolaborasi dengan pihak kelurahan dan itulah yang kita buat 

tentang pengawasannya yang mengacu pada pemberian bantuan 

sosial.” (Hasil wawancara dengan Bapak Ronald Sihotang kepala 

bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin) 

Selain itu menurut Ibu Bunga Kepala Tim Pemberdayaan Sosial menyatakan 

bahwa: 

“Untuk masyarakat yang ingin terdata DTKS itu awal nya dari kepling 

ya kepala lingkungan dulu karena mereka yang mendata warga nya 

kemudian ke kelurahan terlebih dahulu untuk melakukan muskel 

kemudian di usulkan ke kecamatan, hasil dari muskel tersebut di 

serahkan ke Dinas Sosial hasil muskel itu nanti akan kami sampai kan 

ke Kementerian Sosial dan mereka yang menentukan layak atau tidak 

nya.” (hasil wawancara dengan ibuk bunga) 

 Peran bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin juga 

melakukan pendataan kepada masyarakat Kota Medan dengan dibantu oleh 

elemen masyarakat seperti Kepala Lingkungan, Kelurahan dan juga Kecamatan.  

DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan pangkalan 

informasi yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), 

penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber 

kesejahteraan sosial. Dari total banyak nya masyarakat yang terdata dalam DTKS 

atau data terpadu kesejahteraan sosial ini belum semua mendapatkan bantuan 

sosial, DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial 

terendah dan dapat menerima BST serta PKH. Dinas sosial tidak menentukan 

layaknya masyarakat bisa menerima bantuan atau tidak. Peran Dinas Sosial disini 



 

 

44 

 

 

melakukan pendampingan, ikut muskel dan memperoleh data dari kecamatan 

kemudian menyampaikan data ke Kementerian Sosial. 

 Masyarakat yang mendaftarkan diri ke DTKS bisa melewati kantor 

desa/kelurahan setempat. Hanya dengan membawa KTP dan KK yang nantinya 

akan dilakukan musyawarah di tingkat desa/kelurahan. Kemudian data diserahkan 

kepada Dinas Sosial untuk dilaporkan kepada bupati/wakil kota hingga diteruskan 

ke Menteri Sosial.  

3. Program bantuan sosial bidang pemberdayaan sosial dan     

penanganan fakir miskin 

Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin memiliki 2 

Program kegiatan bantuan Sosial yang didasari anggaran APBD, hal itu 

dinyatakan dari hasil wawancara dengan Bapak Ronald Fredy Sihotang selaku 

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, menyatakan 

bahwa : 

“Bantuan sosial yang di bagikan Dinas Sosial untuk dari bantuan pusat 

ada PKH, BPNT dll dan untuk yang di bidang saya kami memiliki 2 

kegiatan pemberian kepada kelompok masyarakat yang terbagi atas 2 

yaitu kepada kelompok yaitu kepada kelompok yang artinya mereka 

menyalurkan bantuan nya itu sendiri, yang kedua di bagikan kepada 

masyarakat yang terdata dalam DTKS” (Hasil wawancara dengan 

Bapak Ronald Sihotang kepala bidang pemberdayaan sosial dan 

penanganan fakir miskin)  

Hal ini juga di jelaskan dari hasil wawancara Ibuk Bunga Kepala Tim 

Pemberdayaan Sosial, menyatakan bahwa : 

 “Di bidang PFM ini kan kita punya 2 program ya, yang pertama itu 

nama nya KUBE itu Kelompok Usaha Bersama jadi ini bantuan untuk 

masyarakat yang membentuk kelompok usaha, kemudian yang kedua 

ada POKMAS atau Program Proyek Kerja Masyarakat. Nah untuk 

yang ini itu bantuan untuk kelompok masyarakat yang ingin 
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melaksanakan kegiatan berbagi.” (hasil wawancara dengan ibuk 

bunga) 

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa program yang di 

hasilkan dari anggaran yang di berikan dari pusat dan yang program yang di 

hasilkan dari bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin itu 

berbeda. Bidang pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin memiliki 2 

program tersendiri di luar dari anggaran pusat. Seperti yang di jelaskan oleh Ibuk 

Bunga sendiri program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) ialah program berbagi 

kepada kelompok usaha, program ini memberikan bantuan kepada suatu 

kelompok yang mengajukan proposal kepada bidang pemberdayaan sosial dan 

penanganan fakir miskin  untuk di bantu dalam bentuk alat usaha.  

Program POKMAS (Kelompok Masyarakat) ialah kelompok yang di 

berikan bantuan yang di salurkan dari bidang pemberdayaan sosial dan 

penanganan fakir miskin kepada suatu kelompok masyarakat yang mengajukan 

proposal bantuan untuk membuat suatu kegiatan atau proyek berbagi kemudian 

bidang ini akan menyalurkan bantuan kepada suatu kelompok untuk di bagikan 

kembali kepada masyarakat sasaran dari suatu kegiatan tersebut, hal itu harus di 

laksanakan dengan tanggung jawab dan bukti kegiatan yang jelas. 

Beberapa jenis anggaran yang digunakan dari kegiatan POKMAS dan 

KUBE yaitu, sumber anggaran masyrakat (Swadaya Masyarakat dan dana gotong 

royong), sumber anggaran lembaga / organisasi (LSM / perusahaan industri). 

Selain itu ada anggaran dana bantuan sosial yaitu dana yang di berikan oleh 

pemerintah atau lembaga lain untuk membantu masyarakat yang membutuhkan 
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dan dana hibah yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lain 

untuk mendukung kegiatan pembangunan di daerah.  

Bantuan kepada kedua kegiatan ini dilakukan secara rutin tiap setahun 

sekali. Seperti yang di jelaskan pada hasil wawancara Ibuk Bunga Kepala Tim 

Pemberdayaan sosial, menyatakan bahwa : 

“Pelaksanaan dari program KUBE ini dilaksanakan 1 tahun sekali 

karena kuota dari program ini itu sedikit biasa nya cuman 5 atau 10 

begitu, tetapi jika kegiatan POKMAS itu juga sekali tetapi SK nya 

bertahap karena kuota nya lebih banyak, kuota nya  sekitar 300 – 400 

jadi pembagiannya itu kami berikan 2 kali tahap dalam setahun. jadi 

sebelum tutup buku kami sudah merealisasikan kegiatan tersebut. 

Anggaran yang di gunakan juga tergantung dari anggaran APBD yang 

masuk.” (hasil wawancara dengan ibuk bunga) 

Hal itu sesuai dengan pendapat dari Bapak Ronald Fredy Sihotang yang 

menyatakan bahwa : 

“Kalau berdasarkan dari APBN itu tergantung APBN karena kan kita 

tidak mengganggu dan tidak memiliki kewenangan tentang kententuan 

– ketentuan dari Kementerian Sosial. Kalau APBD sendiri di bidang 

kami kita berdasarkan kemampuan pemberintah Kota Medan dalam 

memberikan bantuan sosial dan saat ini Dinas Sosial dapat kita 

kalkulasikan 1 kali, berarti pelaksanaan nya hanya 1 kali dalam 

setahun.” (Hasil wawancara dengan Bapak Ronald Sihotang kepala 

bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin)  

 Dalam penyaluran bantuan kedua program ini di salurkan kepada 

masyarakat dalam kurun 1 tahun sekali. Anggaran bantuan bidang pemberdayaan 

sosial dan penanganan fakir miskin ini berdasrkan APBD yang disalurkan dalam 

setiap dinas. Dalam kegiatan KUBE kuota yang akan di bantu jauh lebih sedikit di 

banding angka yang di salurkan dari kuota program POKMAS hal ini di karena 

kan bantuan yang di keluarkan itu dalam bentuk uang kepada setiap kelompok. 

Tetapi jika bantuan KUBE itu bisa berupa barang. Hal ini juga sudah menjadi 
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ketentuan dan porsi sesuai kemampuan dari anggaran ynag di berikan dari 

Pemerintah Kota. 

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Ronald Fredy Sihotang 

menyatakan bahwa : 

“Kemudian bantuan yang dari Dinas Sosial di bidang PFM ini kita 

tidak ada individu to inidividu, kita pada kelompok. Kalau mungkin 

secara umum Dinas Sosial kita ada memiliki bantuan sosial yang di 

lakukan bidang lainnya tetapi semua berpacu kepada DTKS baik 

lansia, disabilitas dan juga ada bantuan beasiswa untuk warga yang 

tidak mampu.” (Hasil wawancara dengan Bapak Ronald Sihotang 

kepala bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin)  

Dalam setiap bidang di Dinas Sosial beberapa dari bidang tersebut 

memiliki program bantuan sosial masing masing, seperti bantuan lansia, 

disabilitas dan juga beasiswa. Bidang – bidang  di Dinas Sosial Kota Medan 

berupaya untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Kota Medan. 

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibuk Bunga Kepala Tim Pemberdayaan 

Sosial menyatakan bahwa : 

“Untuk pelaksanaan kedua program ini sih kami biasa nya menerima 

proposal yang datang ya, biasa nya kami juga menyeleksi proposal 

yang ingin kami bantu jadi kami ga sembarangan. Kami juga terjun 

langsung ke lapangan untuk observasi. Untuk mengetahui apakah si 

pemohon ini benar benar melakukan kegiatan tersebut atau tidak, 

kegiatan itu juga terus kami pantau perkembangannya.” (hasil 

wawancara dengan ibuk bunga) 

 Pendapat lain dari Ibu Bunga Kepala Tim Pemberdayaan Sosial 

menyatakan bahwa: 

“Proposal itu juga bisa kami tolak jika tidak sesuai dengan kriteria 

kami, kriteria yang kami maksud itu misal Program KUBE ya, si 

pemohon itu misal nya ingin mengajukan bantuan dengan usaha kopi 

nah kami juga akan melihat kenyataan di lapangan, sesuai dengan 
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proposal yang mereka ajukan atau tidak. Jika tidak kami tidak akan 

merealisasikan nya. Kalo POKMAS kami juga survey tetapi kami 

hanya melihat dari sekretariatnya, lokasi tempat dll” (hasil wawancara 

dengan ibuk bunga) 

Masyarakat yang ingin mengajukan kedua program ini biasanya berbasis 

ingin meminta bantuan untuk kepentingan suatu kelompok. Kedua kegiatan ini 

mengajukan bantuan dengan cara mengajukan proposal kepada bidang 

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Seperti kelompok yang ingin 

mengajukan proposal untuk bantuan POKMAS misalnya, kelompok ini meminta 

bantuan untuk menyelenggarakan suatu acara atau proyek yang ingin 

menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.  

Proyek atau kegiatan yang menyelanggarakan acara ini meminta bantuan 

untuk di bantu dalam hal anggaran, yang diharapkan bisa meringankan dan 

membantu untuk menyalurkan lebih banyak bantuan kepada yang membutuhkan. 

Kegiatan dari bantuan POKMAS ini juga harus sesuai dengan acara yang di 

selenggarakan atau jelas sesuai apa yang sudah mereka ajukan di proposal, 

pemohon harus bisa mempertanggung jawabkan dengan memberikan bukti ynag 

jelas. Dengan sekretariat, susunan acara dan lokasi acara, bidang pemberdayaan 

sosial dan penanganan fakir miskin bisa menyeleksi dan menentukan layak atau 

tidak acara atau proyek si pemohon bisa di bantu anggarannya. 

 Sama hal nya dengan kegiatan POKMAS, kegiatan KUBE ini juga 

meminta bantuan dengan cara mengirim proposal pada bidang pemberdayaan 

sosial dan penanganan fakir miskin. Proposal dari pemohon bisa ditolak jika 

keadaan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka ajukan dalam 
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proposal karena dalam peninjauan atau survey yang di lakukan bidang ini terjun 

langsung ke lapangan untuk melihat fakta nya, sehingga tidak ada penipuan atau 

hal yang merugikan lainnya. Selain itu, kedua program ini juga memiliki batasan 

pengajuan. Seperti hasil wawancara dari Ibu Bunga selaku Kepala Tim 

menyatakan bahwa :  

“Kalo batas dari satu kelompok itu ya tidak bisa setiap tahun, misal di 

tahun ini pemohon sudah mengajukan dan berhasil mendapatkan 

bantuan, di tahun depan di tidak bisa lagi mendapatkan bantuan itu, 

jarak nya itu 2 tahun sekali, agar yang lain bisa mendapatkan bantuan 

itu juga.” (hasil wawancara dengan ibuk bunga) 

 Ketentuan yang sudah di terapkan oleh bidang pemberdayaan sosial dan 

penanganan fakir miskin ini, bertujuan untuk memeratakan penerima bantuan, 

agar masyarakat yang menerima bantuan tidak hanya kelompok itu – itu saja, 

karena bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin ini memiliki 

tujuan dalam program pemabgian bantuan sosial ini. 

 Tujuan bantuan kelompok usaha bersama atau KUBE ini ialah :  

1) Meningkatkan akses keuangan : dengan memberikan bantuan kepada 

kelompok usaha dapat membantu meningkatkan akses keuangan 

masyarakat yang menerima bantuan KUBE ini.  

2) Meningkatkan usaha : dengan bantuan yang diberikan pemerintah 

berharap bisa meningkatkan usaha masyarakat.  
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3) Meningkatkan kesejahteraan anggota : dengan bantuan yang ada anggota 

juga merasakan kesejahteraan, karena mereka dapat memenuhi kebutuhan 

dasar dan kualitas hidup. 

4) Mengembangkan kemampuan manajemen : Mengembangkan kemampuan 

manajemen kelompok dengan memberikan bantuan yang dapat membantu 

mereka mengelola usaha dengan lebih efektif.  

Tujuan bantuan kegiatan dari POKMAS ialah :  

1) Meningkatkan partisipasi masyarakat : meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam proses pemnbangunan dan pengmabilan keputusan. 

2) Mengembangkan kemampuan masyarakat : mengembangkan kemmapuan 

masyarakat dalam mengelola proyek. 

3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat : meningkatlna kesejahteraan 

masyarakat dengan memberikan bantuan yang dapat membantu mereka 

memenuhi kebutuhan dasar. 

4) Mengurangi kemiskinan : mengurangi kemiskinan dengan memberikan 

bantuan yang dapat membantu masyarakat meningkatkan pendapatan dan 

kualitas hidup.  

4.1.3 Bantuan sosial kepada masyarakat miskin  

 Bantuan sosial adalah jenis bantuan yang di berikan untuk membantu 

individu, kelompok, atau komunitas yang mengalami kesulitan atau masalah 
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sosial. Tujuan bantuan sosial ialah meningkatkan kesejahteraaan, mengurangi 

kemiskinan, meningkatkan kemampuan dsb.  

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk 

melakukan Tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah 

tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan 

sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan tenaga 

kerja. Pelaksanaan tugas-tugas, Dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial.  

Pekerja sosial adalah Petugas Khusus dari Departemen Sosial yang 

mempunyai keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha 

kesejahteraan sosial dan jaminan sosial. Program bantuan sosial merupakan salah 

satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung 

jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau kota yang sangat peduli 

terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah.  

Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau 

lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non 

pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan 

selektif. Bantuan sosial bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan 

melalui Kementerian atau Lembaga, serta untuk bencana alam.  

Namun beberapa masalah sering terjadi yang menyebabkan terlaksananya 

program tidak berjalan dengan baik. Pemberian bantuan sosial seringkali tidak 

tepat sasaran sebagai salah satu faktor penghambat berjalannya program bantuan 
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sosial. Berdasarkan bantuan sosial, bantuan sosial bisa dilihat dari bentuk bantuan 

sosial. 

 1. Bentuk bantuan 

 Pemerintah memiliki beberapa jenis bantuan sosial, bentuk bantuan bisa 

dilihat dari jenis bantuannya, cara pemberiannya, sasaran bantuan, dan tujuan 

bantuannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada masyarakat penerima 

bantuan sosial adalah sebagai berikut :  

“Jenis bantuan sosial yang saya dapati ialah bantuan PKH, saya sih 

dapet udah dari 2018 karena waktu itu di data sama Kepala 

Lingkungan disini, udah sejak dari tahun itu saya menerima bantuan 

sosial.”(Hasil wawancara dengan Ibu Mariana, penerima bantuan 

sosial)“ 

 Pendapat lain dari Ibu mariana, menyatakan bahwa : 

“Pertama saya dapet bantuan raskin, kemudian saya dapet bantuan 

yang kertas merah putih itu pada jaman SBY kalau tidak salah, 

kemudian bantuan dari jokowi, setelah itu sampai sekarang saya 

menerima bantuan itu. Alhamdulillah sih saya menerima bantuan itu 

udah dari lama.” (Hasil wawancara dengan Ibu Mariana, penerima 

bantuan sosial) 

 Bentuk bantuan yang Ibu Mariana dapati sekarang ialah Program bantuan 

PKH. Program bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) adalah sebuah program 

bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk membantu 
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keluarga miskin dan rentan. Tujuan dari PKH ialah mengurangi kemiskinan, 

meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan akses pendidikan. Menurut Ibu 

Mariana ia telah menerima bantuan sudah sejak lama bahkan sudah sekitar 7 

tahun lama nya, ia sudah menerima bantuan sejak Presiden SBY, kemudian 

Presiden Jokowi dan hingga sekarang Presiden Prabowo. Sebelum jenis bantuan 

PKH Ibu Mariana sudah mendapatkan bantuan raskin terlebih dahulu.  

Bantuan Sosial dapat diartikan sebagai pemberian bantuan berupa uang 

atau barang jadi pemerintah daerah atau kota kepada individu, keluarga, kelompok 

atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

Pemerintah memberikan bantuan sosial (Bansos) sebagai bentuk tanggung jawab 

negara kepada masyarakat Indonesia.  

Dalam program ini, pemerintah membagi menjadi dua jenis yaitu bantuan 

sosial reguler dan non reguler. Pertama, bantuan sosial reguler yaitu berupa 

pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Bantuan 

Sembako merupakan Bantuan Sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

pokok dasar pangan masyarakat. Sebelumnya, kebutuhan pokok yang dapat 

diterima hanya terdiri dari komoditas beras dan telur. Saat ini, lebih beragam tidak 

hanya beras tetapi jenis karbohidrat lain, meliputi gula, minyak, mie instant dan 

lain sebagainya. Selain bantuan PKH Ibu Mariana menerima bantuan KIP, 

berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mariana menyatakan bahwa : 
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“Selain bantuan sosial PKH, anak – anak juga dapet bantuan KIP, 

kedua anak saya yang kelas 3 dan 5 itu dapet KIP uang dari bantuan 

KIP itu untuk membeli kelengkapan sekolah. Yang saya dapeti itu 

600.000 per setiap semester.” (Hasil wawancara dengan Ibu Mariana, 

penerima bantuan sosial) 

 Bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar) adalah program bantuan pendidikan 

yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi 

(Kemendikbudristek). Tetapi kementerian yang bertanggung jawab atas program 

KIP ialah Kementerian Sosial (kemensos) dan Kementerian Pendidikan, Riset dan 

Teknologi (kemendikbudristek). Menurut hasil wawancara dengan Ibu Mariana, 

kedua anak dari Ibu Mariana telah menerima bantuan KIP, bantuan ini ia dapati 

karena keluarga nya telah terdata dalam DTKS. 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada masyarakat penerima 

bantuan sosial adalah sebagai berikut : 

“Yang saya terima setiap bulannya itu bantuan BLT, saya cuman 

dapet satu bantuan tapi dengan bantuan ini saja saya sudah merasa 

bersyukur karena bisa memenuhi kebutuhan dapur.”(Hasil wawancara 

dengan Ibu Delima Putri) 

 Bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai) adalah sebuah program bantuan 

sosial yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat 

miskin dan rentan. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang 

membutuhkan dengan memberikan bantuan langsung dalam bentuk uang tunai. 
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Bantuan BLT dan PKH adalah 2 program bantuan yang berbeda, program bantuan 

PKH sasarannya ialah untuk keluarga miskin dan rentan ynag memiliki anak usia 

sekolah, ibu hamil, atau orang tua. Jika bantuan BLT sasarannya ialah masyarakat 

yang miskin dan rentan saja.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada masyarakat penerima 

bantuan sosial adalah sebagai berikut : 

“Jenis bantuan yang saya terima itu KIP kak yang dari sekolah, saya 

udah dapet bantuan dari kelas 4 SD kak sampe sekarang, karena kan 

kalau dapet KIP itu dari kelas 2 di mulai nya”(Hasil wawancara 

dengan Sigit Prayuda siregar, penerima bantuan sosial) 

 Menurut Sigit, bantuan yang di dapati nya sudah cukup meringankan 

beban dari kedua orangtua nya, sehingga ia tidak perlu risau untuk urusan sekolah. 

KIP merupakan implementasi dari Program Indonesia Pintar (PIP). Sasaran utama 

penerima KIP adalah anak yang orangtuanya memiliki keterbatasan ekonomi, 

sehingga tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya. Hal ini dilakukan 

dengan harapan seluruh masyarakat Indonesia memiliki kesempatan untuk 

memperoleh pendidikan terbaik untuk masa depannya. 

KIP ini tidak hanya diberikan untuk siswa jenjang sekolah, seperti SD, 

SMP, dan SMA saja. Tetapi juga diberikan kepada calon mahasiswa yang ingin 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan KIP Kuliah.  
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2. Intensitas bantuan Sosial 

Intensitas bantuan merujuk pada tingkat atau derajat bantuan yang di 

berikan kepada seseorang, kelompok, atau komunitas. Intensitas bantuan dapat 

diukur dari beberapa aspek seperti, jumlah bantuan, frekuensi bantuan yang di 

berikan seperti berapa kali dalam setahun, durasi bantuan, dan tingkat 

keterlibatan. 

Intensitas bantuan juga dapat diukur dari tingkat nya yang pertama ada 

rendah, kemudian sedang, dan juga tinggi. Tingkat rendah biasa nya diberikan 

dalam jumlah ynag kecil, frekuensi yang jarang dan juga durasi yang singkat. 

Selain itu ada tingkat sedang bantuan yang dibeirkan dalm jumlah yang moderat, 

frekuensi yang cukup dan durasi yang sedang. Kemudian yang terakhir ada 

tingkat intensitas bantuan tinggi, bantuan ini diberikan dalam jumlah ynag besar, 

dalam frekuensi yang sering dan durasi yang lama. Intensitas bantuan yang tepat 

dapat membantu mencapai tujuan bantun dan meningkatkan dampak positif bagi 

penerima bantuan. Bedasarkan hasil wawanacara dengan penerima bantuan 

menyatakan bahwa : 

“Saya juga pernah mengalami keterlambatan, kan biasa nya itu 

bantuan nya 3 bulan sekali ya, tapi saya pernah nerima bantuan itu 6 

bulan sekali, tetapi uang nya tidak ada di potong tetap dirangkap 

langsung semua nya. Pada saat itu saya juga agak kesulitan, karena 

bantuan ini juga saya selalu harapkan karena suami saya sudah ga 

bekerja dan sakit – sakitan di rumah. Saya juga ga kerja hanya 

menjaga bapak di rumah, jadi saya mengharapkan sekali bantuan 

sosial ini.”(Hasil wawancara dengan Ibu Mariana, penerima bantuan 

sosial) 

 Bantuan sosial yang diterima oleh di penerima itu bisa terjadi 

keterlambatan itu terjadi karena beberapa aspek yang pertama bisa karena proses 
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verifikasi data, proses verifikasi data penerima PKH itu bisa memakan waktu 

lama, sehingga bantuan PKH bisa terlambat, kemudian keterlambatan penyaluran 

dana dari pemerintah daerah, kemudian keterlmabatan penginputan data ini bisa 

menyebabkan lama nya proses pencairan dan, kemudian keterbatasan sumber 

daya seperti (personil, infrastuktur, dll) yang bisa menyebabkan keterlambatan, 

selain itu juga ada perubahan kebijakan, perubahan kebijakan pemerintah bisa 

menyebabkan bantuan PKH terlambat, selain itu ada keterlambatan pelaporan dari 

pemerintah daerah ke pemerintah pusat, dan ynag terakhir karena faktor teknis 

seperti gangguna sistem atau keslaahan penginputan data. Selain itu pendapat lain 

dari Ibu Mariana menyatakan bahwa : 

“Yang saya harapkan itu ya semoga, bantuan dari pemerintah ini 

lancar terus tidak terlambat – terlambat lagi, terus juga saya 

pengennya sih orang – orang yang miskin lainnya juga dapet bantuan 

seperti saya begini, karena banyak tetangga saya daerah sini yang 

belum dapet bantuan seperti saya.” (Hasil wawancara dengan Ibu 

Mariana, penerima bantuan sosial) 

 Menurut pendapat dari Ibu Mariana ialah ia ingin pemerataan bantuan 

sosial dari masyarakat yang layak menerima bantuan, menurutnya amasih banyak 

yang belum dapet bantuan dari pemerintah padahal kondisi nya sudah sangat sulit 

dalam kondisi ekonomi nya.  

 Berdasarkan hasil wawancara dari Sigit Prayuda Siregar penerima bantuan 

sosial menyatakan bahwa : 
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“Kadang saya nerima bantuan itu bentuk nya uang kak, 600.000 satu 

semester nya kadang juga saya nerima kayak perlengkapan sekolah 

gitu dari sekolah. Jadi bisa beda beda kak bentuk yang saya terima, 

kalau perlengkapan sekolah itu kadang isi nya macem – macem, ada 

baju sekolah kak, tali pinggang, dasi, topi, buku dll. Saya juga jadi 

merasa bisa mengurangi beban mamak di rumah”(Hasil wawacara 

dengan sigit Prayuda) 

 Bantuan sosial yang di terima oleh Sigit Prayuda siregar ini bisa berbeda 

beda bukan tidak dengan alasan. Hal itu dikarenakan beberapa alasan yaitu, 

kebijakan pemerintah, pemerintah memiliki kebijakan untuk memberikian 

bantuan KIP dalam bentuk uang atau kelengkapan sekolah, tergantung pada 

kebutuhan dan kondisi anak sekolah, alasan selain itu ialah ketersediaan dana, 

ketersediaan dana untuk bantuan KIP dapat mempengaruhi bentuk bantuan yang 

diberikan jika dana tersedia maka bantuan dapat berupa uang, namun jika dana 

terbatas, bantuan dapat berupa kelengkapan sekolah, selain itu dikarenakan 

kebutuhan anak sekolah, kebutuhan anak sekolah dapat berbeda – beda, beberapa 

anak membutuhkan uang untuk biaya sekolah, selain itu di karena kan 

penggunaan data yang efektif, pemerintah dapat memilih untuk memberikan 

bantuan KIP dalam bentuk perlengkapan sekolah untuk memastikan bahwa dana 

di gunakan secara efektif dan tidak digunakan untuk keperluan lain. 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan 5 narasumber, 

diantaranya 2 orang dari Dinas Sosial Kota Medan dan 3 orang lainnya ialah 

masyarakat penerima bantuan sosial di Kota Medan, disimpulkan bahwa peran 

bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sangat berperan bagi 

keberlangsungan bantuan sosial.  



 

 

59 

 

 

Kemiskinan kerap kali menjadi persoalan yang tidak kunjung selesai mulai 

dari kesadaran masyarakat hingga kemampuan pemerintah dalam menganalisis 

masalah dan merencanakan program yang menjanjikan. Fenomena keberadaan 

kemiskinan yang hingga kini masih menuai masalah tanpa ada solusi yang tepat 

untuk mengatasinya merupakan salah satu akibat dari kemiskinan.  

Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin selaku bidang 

yang melakukan pemberdayaan sosil dan penanganan fakir miskin sudah 

melakukan berbagai upaya melalui program-program yang ada dalam mengatasi 

permasalahan kemiskinan di Kota Medan. Didalam pembahasan ini penanganan 

Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang 

dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk 

kebijakan melalui Dinas Sosial, program dan kegiatan pemberdayaan, 

pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga 

negara.  

Fakir miskin merupakan orang yang sama sekali tidak memiliki sumber 

pendapatan atau sumber mata pencaharian, dan tidak mampu memenuhi 

kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan mereka dan keluarga mereka. 

Kemiskinan pada dasarnya mengacu pada situasi kesengsaraan dan 

ketidakberdayaan yang dialami seseorang baik karena ketidakmampuan negara 

atau masyarakat untuk memberikan perlindungan sosial kepada warganya. 

Dalam menggunakan teori peran dari Yusuf (2014). Peran Dinas Sosial 

masih kurang optimal dalam menangani fakir miskin, dan perlu ada peningkatan. 
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Peran pemerintah sebagai regulator dalam menangani fakir miskin, kebijakan 

bantuan cukup terlaksana dengan baik tetapi masih ada pendataan yang belum 

sesuai, dilihat dari masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan. Peran 

pemerintah sebagai dinamisator dalam menangani fakir miskin, penerapan Dinas 

Sosial belum cukup baik dalam penyaluran BPNT. Peran pemerintah sebagai 

fasilitator dalam pendanaan dan penanganan fakir miskinbelum berjalan dengan 

optimal dikarenakan masih belum sesuai dengan data yang ada. Faktor pendukung 

pelaksanaan program bantuan sosial ini ialah dukungan finansial yang terus 

mengalir dari Kementerian Sosial RI, petugas Dinas Sosial juga aktif dalam 

melakukan tugasnya. Sedangkan yang menjadi fakor penghambat yaitu pendataan 

yang tidak baik, serta masih adanya oknum kecamatan yang melakukan 

nepotisme. 

Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin rutin 

melakukan rapat untuk mendapati kinerja yang baik, dalam hal bantuan sosial. 

Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sudah melakukan 

upaya – upaya yang terbaik dalam aspek bantuan sosial. Dalam hal ini bidang 

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin memiliki 2 program bantuan 

sosial yang didistribusikan ke kegiatan ke 2 kegiatan. Bantuan ini didasari dari 

anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ynag membantu 

kegiatan KUBE dan POKMAS. Bantuan Sosial yang disalurkan kepada kegiatan 

KUBE dan POKMAS ini dianggap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

yang membutuhkan.  
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Bantuan Sosial juga selalu berpegang data dengan DTKS karena data 

DTKS sudah dianggap cukup untuk membantu menemukan data yang valid, 

dalam mengolah data DTKS bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir 

miskin juga memiliki sub khusus dalam menanganinya. 

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, peran bidang 

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin di dinas sosial dalam 

memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di Kota Medan sudah baik. 

Bidang ini  memiliki program yang sangat membantu bagi masyarakat yang 

terkena permasalahan sosial baik itu masalah kemiskinan, bantuan sosial, dan 

fakir miskin.  

Maka terlepas dari semua itu dapat kita lihat dari hasil penelitian ini betapa 

pentingnya Peran bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dalm 

memberikan bantuan. Penanganan kemiskinan merupakan hal penting yang harus 

segera dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan bahwa kemiskinan akan 

menimbulkan masalah-masalah lainnya seperti kejahatan dan penyakit. Seperti 

halnya kasus pembegalan yang terjadi hampir di setiap daerah Kota Medan. 

Maka dari itu peran pemeritah Kota Medan sangat diperlukan dalam hal 

ini Dinas Sosial sebagai bagian dari Lembaga pemerintah Kota Medan yang 

berfokus pada pembangunan kesejahteraan sosial harusnya sangat berperan dalam 

menuntaskan masalah kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, bidang 

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin telah memberikan bantuan 
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kepada kelompok yang membutuhkan bantuan, dan telah memberikan kontribusi 

nyata untuk keberlangsungan penyaluran bantaun sosial.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan  

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka beberapa simpulan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sudah 

melakukan berbagai upaya melalui program – program untuk mengatasi 

kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat kurang mampu di Kota 

Medan. Hal ini diwujudkan dengan memberikan bantuan kepada 2 

kegiatan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan 

sumber daya manusia, selain itu melancarkan penyaluran kegiatan, serta 

pendataan masyarakat miskin. 

2. Penyaluran program yang di distribusikan dari anggaran APBN ialah 

berbeda dari penyaluran bantuan yang disalurkan dari bidang 

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Anggaran yan 

digunakan oleh bantuan sosial ini ialah APBD. 

3.  Kolaborasi antara Dinas Sosial dan elemen masyarakat sangat berperan 

penting dalam hal keberhasilan penyaluran bantuan sosial kepada 

masyarakat, dengan tugas dan peran masing – masing dapat 

melangsungkan program dengan efektif dan efisien. Dengan dibantu oleh 

elemen masyarakat dengan melakukan pendataan dari kepala lingkungan, 

melakukan musyawarah kelurahan dan kemudian hasil data tersebut di 

berikan kepada Dinas Sosial untuk diajukan kepada Kementerian Sosial. 
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4. Dalam pendataan masyarakat kurang mampu, Dinas Sosial berpatokan 

pada data DTKS.  Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir 

miskin memiliki sub khusus untuk menangani pendataan yang dihasilkan 

pendataan di lapangan. 

5.2 Saran 

setelah melakukan pembahasan dan menarik simpulan, maka beberapa 

saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1 Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dan 

pemerintah daerah diharapkan menyalurkan lebih banyak bantuan dari 

program bidang yang menyejahterakan banyak orang kurang mampu. 

2 Program bantuan sosial yang disalurkan dari anggaran APBD dari 

bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin diharapkan 

pemerintah bisa rutin menyalurkan anggaran tersebut setiap tahunnya.  

3 Komponen elemen masyrakat dalam bantaun sosial diharapkan lebih 

adil dalam mengajukan data masyarakat miskin, untuk bersikap adil 

dan tidak memprioritaskan keluarga atau kerabat terlebih dahulu. 

Pendaatan yang buruk dikarenakan nepotisme yang dilakukan oknum – 

oknum di pemerintahan. 

4 Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin di Dinas 

Sosial Kota Medan diminta melakukan pendataan rutin sehingga 

masyarakat miskin dapat tercatat sebagai calon penerima bantuan agar 

pendataan fakir miskin di Kota Medan tepat sasaran, karena dari hasil 
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wawancara penelitian masih banyak masyarakat miskin yang ingin 

mendapatkan bantuan sosial 
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